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QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR ttl TAHUN20',t2

TENTANG

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Men imbang

Mengingat '1 . Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kab u paten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun '1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1 092).

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 198'1 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209),

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5188);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf k Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa.lak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara
tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;



lvlenetapkan

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-u ndangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun '1999 tentang Analisis
lVlengenai Dampak Lingkungan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor '153, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20'10 tentang Jenis Retribusi
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5179);

1'1 . Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor '17 Tahun 2001 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
Dengan Analisis [Vlengenai Dampak Lingkungan,

12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 201'l Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

13.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh
Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Bagian dari Wilayah sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan
Peru nda ng-u ndangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia berdasarkan UUD '1945 yang dipimpin oleh
seorang Bupati.

2. Qanun adalah Peraturan Perundang-U ndangan yang dibentuk
oleh DPRK dengan Persetujuan bersama Bupati yang mengatur
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kehidupan
lVasyarakat Kabupaten.
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3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan

kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang

dipilih melalui suatu proses demokratis yang drlakukan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, lujur dan adil;

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten

Aceh Utara.

6. Pe1abat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perund ang-u nda ngan

daerah.

7. Kas Kabupaten adalah Kas Kabupaten Aceh Utara.

8. Limbah Cair adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang

berbentuk cair yang dihasilkan oleh setiap ienis usaha dan/atau

kegiatan yang dibuang kemedia lingkungan dan/atau badan air

penerima dan diduga dapat mencemari lingkungn hidup'

9 Pengolahan Limbah Cair adalah kegiatan teknis yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atau Unit yang ditunluk'

10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan yayasan,

organisasr massa, orgalrisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

1'1 . Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut

Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pengelolaan

limbah cair sesuai dengan peraturan peru nda ng-undangan, yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah.

1 2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki

dan atau menguasai pengolahan limbah cair yang menurut
peraturan peru nd ang-und angan diwa.iibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

l3.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat

disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan

besarnya jumlah retribusi yang terutang

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi daerah berdasarkan peraturan peru nd ang-u nda ngan

Retribusi Daerah.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai

ttegeri Sipit yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang

terladi serta menemukan tersangkanya.
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Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi

atas-pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Kabupaten'

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama Retribusi

Pasal 2

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

(1)

(2)

Pasal 3

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan

pengolahan limbah cair rumah tangga, rumah makan, industri

irm-f' tangga, pasar ikan, rumah sakit/klinik, puskesmas'

perhotelan, perkantoran, perbengkelan, toko emas dan Limbah
'Bahan 

Berbahaya dan Beracun ( Limbah 83) yang dihasilkan

oleh industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara

khusus oleiL Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi

pengolahan limbah cair.

Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah Pengolahan Limbah Cair dimilki dan/atau

aifetoia oleh Pemerintah Pusat, BUIVIN, BUIMD dan pihak

swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke

sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya'

Sub.jek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh

Pelayanan Pengolahan Limbah Cair.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Pengolahan
Jasa Umum.

Pasal 5

Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair berdasarkan

volume limbah cair yang akan diolah.
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(1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan' ' dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang

bers--angkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan

efektifitvitas pengendalian atas pelayanan

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
' 'operasional 

dan pemeliharaan' biaya bunga dan biaya modal'

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPANBESARNYA TARIF

Pasal 7

(3) Dalam hal PenetaPan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya

penyediaan jasa, Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagtan

biaya

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi untuk setiap kegiatan pengolahan limbah

cair di[enakan tarif sebesar Rp '150,00/mi (seratus lima puluh

rupiah/meter kubit)

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat Pengolaharr

Limbah Cair di olah dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1)Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan BuPati.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN'

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat d iborongkan/d ikontrakkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang diPersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
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BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12 '

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retrlbusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan Surat Teguran.

(3),Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur
- dengan Peraturan BuPati.

(1 ) Pembayaran
dimuka.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah

melampaut jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh aPabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung mauPun tidak langsung.
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Pasal 14

(1) Pengeluaran surat teg ura n/peringatan/su rat lain yang sejenis

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembaya ran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/
peringatan/su rai lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasl

retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh pejabat yang ditunjuk.



(3) Dalam hal menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan
permohonan anggsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasat !9
(1)Piutang Rekibusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

- Bupati.

(3-) Tata Cara Penghapusan Piutang Retrrbusi yang sudah
, kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan peru ndang-u ndanga n.
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a" menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan,
laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retibusi
daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau

badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retibusi

Daerah;

d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut,

f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. menghentikan penyidikan; dan/atau

h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali Jumlah

Retribusi Terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan

Penerimaan Negara.

B



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Utara

Nomor 38 Tahun 2005 tentang Retribusi lzin Pembuangan Limbah

Cair dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desenrber 20'12 lV

13 Shafar 1434 H

BUPAII AC.EH UTARA,

/ d"(b
H- MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal Desember 20

13 Shafar 1434 H

RAH,

U USMAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 NOMOR /,1

S
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting

bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Untuk itu sesuai dengan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal
dari retribusi daerah dari waktu kewaktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini

dimaksudkan agar Peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya
dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, adalah Retribusi Pengolahan Limbah Cair sesuai ketentuan Pasal

110 huruf k, Pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan
dengan hal tersebut Penetapan Qanun ini dimaksudkan agar aoanya kepastian

hukum dan pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair maka perlu diatur dalam

suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2
Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 6

Pasal B

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 1 1

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

CukuP Jelas.
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Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 1B

Cukup Jelas.
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal2l

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR IgA'
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